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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untak melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu memberikan pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan menuangkan
dalam Peraturan Daerah;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

< Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437); - e

—

Mengingat :

. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetnjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
. dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN
Menetapkay : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG

- PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
DESA ‘

- e
e
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- .BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Pacitan;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;

Bupati adalah Bupati Pacitan;

Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan;

Desa adalah Kesatuan Masyarakal Hukum yang memiliki kewengana

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem

Pemerintah Nasional dan berada di Daerah kabupaten;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; '

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanan Pemerintahan Desa;

9. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
tugasnya; '

10. Staf’ Sekretariat Desa untuk selanjumya disebut Kepala Urusan (Kaur)
adalah unsur dari Sekretariat Desa yang bertugas membantu Sckretaris
Desa; '

11.Perangkat Desa Unsur Kewiiayahan untuk selanjutnya disebut dengan
Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah pembantu Kepala Desa dalam

- melaksanaan tugas dan kewajibannya dalam lingkup satu Dusun;
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
. lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan |
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
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BAB 1II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
permusyawaratan Desa; _

(2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa; .

(3) Perangkat Desa terdiri dari Sckretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

(4) Perangkat Desa lainnya terdini dari :

(a) Kepala Urusan,
(b) Pelaksana Teknis Lapangan;
(¢) Kepala Dusun; o .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Orgamsasi Pcn:ncrmtahan Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan memperhatikan kebutuhan
dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

(6) Peraturan desa sebagimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya
memuat, .

a Jumlah, nama, dan susunan Perangkat Desa;
b Tugas pokok dan fungsi;
Hubungan kerja. .

¥)) Iciagan susgunanc%rganisasi Peme:riptahan Desa adalah sebagaimana
tersebut dalam lampiran Paraturan 1m.
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BAB III
TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA

Pasal 3

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa mempunyai wewenang:

a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;

Menetapkan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD;

Menyusun dan mengajukan Rencana Peraturan Desa mengenai

APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

Membina kehidupan masyarakat Desa;

Membina perekonomian Desa;

Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;,

Mewakili Desanya di dalam dan di luvar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dan;

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

oo

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

a.
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Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Melaksanakan kehidupan demokrasi;

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas
kolusi, korupsi dan nepotisme;

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah Desa;
Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan penmdang-undangan;
Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

desa;

Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

Mengembangkan pendapatan mesyarakat desa;

Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan
adapt istiadat;

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.



BAB1V
PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Sckretaris Desa

Pasal §

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa dibantu oleh
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

Pasal 6

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diisi dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;

b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

¢. mempunyrmi kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di
bidang perencanaan;

e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 7

Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta
memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Sekretaris

Desa mempunyai fingsi : '

a, pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;

b. pelaksanaan urusan keuangan;

c. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan;

d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa

' berhalangan melaksanakan tugasnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Desa dibentuk

Sekretariat Desa.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 9

(1) Sekretariat Desa terdiri dari seorang Sekretaris Desa yang membawahi
beberapa Kepala Urusan.



(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Kepala urusan dan sebanyak-banyaknya 5
(lima) Kepala urusan.

(3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
menjalankan kegiatan kesekretariatan Desa sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing. '

. Pasal 10

Susunan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) adalah
sebagai berikut:
a. Untuk 3 (tiga) Kepala urusan:

- Kepala Urusan Pemerintahan;

- Kepala Urusan Pembangunan;

- Kepala Urusan Umum.

b. Untuk 4 (empat) Kepala urusan:
- Kepala Urusan Pemerintahan;
- Kepala Urusan Pembangunan;
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- Kepala Urusan Umum. '

€. Untuk 5 (lima) Kepala Urusan:
Kepala Urusan Pemerintahan;
- Kepala Urusan Pembangunan;
- Kepala Urusan Keuangan;
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- Kepala Urusan Umum.

Bégian Ketiga
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 11

Dalam Pemerintah Desa dapat diangkat pelaksana teknis lapangan yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertentu sesuai kebutuhan
desa.

Bagian Keempat
Kepala Dusun

Pasal 12

(1) Dusun dimaksud dalam pasal 1 angka 8 dipimpin oleh seorang Kepala
Dusun;

(2) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam
wilayah Dusun;

(3) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu menjalankan kegiatan
kepemimpinan dan pemerintahan Kepala Desa dalam wilayah keijanya;



BABY
HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 13

(1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala Desa:
a bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat;
b memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
¢ menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
kepada masyarakat;

(2) Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali
dalam satu tahun;

(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan 1 (satu) kali dalam satu
tahun dalam musyawarah BPD; '

(4) Infonnasi laporan penyelenggaaan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf ¢ dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada
masyarakat dalam berbagni pertemuan dan atau berupa laporan tertulis
yang dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat {2) digunakan oleh Bupati sebagai
dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;

(6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati
melalui Camat, dan kepada BPD.

Pasal 14

Dalam melaksanaan tugasnya dan fungsinya, Sckretaris Desa bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Dalam melaksanaan tugasnya dan fimgsinya, Kepala Urusan bertanggung
jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

Pasal 16
Dalam melaksanaan tugasnya dan fumgsinya, Pelaksana teknis lapangan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa

Pasal 17

Dalam melaksanaan tugasnya dan ﬁmgsmya, Kepala Dusun bertanggung
jawab kepada Kepala Desa

BAB VI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 18

(1) BPD berkcdudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(2) Ketentuan mengenai BPD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.



BAB V11
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 19

(1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan sesuai dengan
kebutuhan;

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

(3) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu
Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan
masyarakat Desa;

(4) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan
Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif:

(5) Ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam
Peraturan Daerah tersendiri

BAB V1l
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 20
(1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan
Daerah ini, Pemerintah Desa hams sudah menetapkan Peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan
Daerah ini;
(2) Melaporkan kegiatan dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
Camat. '
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal /&~ /2 ~7604

BUPATI PACITAN

#



. BABVII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 19 -

(1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan sesuai dengan
kebutuhan;

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (D
ditetapkan dengan Peraturan Desa; ,

(3) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu
Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan -
masyarakat Desa;

(4) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan
Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

(5) Ketentuan mengenai. Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam
Peraturan Daerah tersendiri -

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal20

| (1) Selambat-lambatnya 6 (enarh) bulan setelah ditetapkannya Peraturan
Daerah ini, Pemerintah Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi Pemermtah Desa berdasarkan Peraturan
Daerah ini;

(2) Melaporkan kegiatan dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
Camat.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabuj:aten
Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22 .
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan,

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 48 ~/2 - Q06

BUPATI PACITAN
&
_,__)—"?’-’-.

H.SUJONO




L Pasal 22
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan,

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18-12-2006

BUPATI PACITAN
Cap. Ttd

ILSUJONO

'Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 Januari 2007

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
ASISTEN TATA PRAJA

SUGE ASUKI, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 096 308

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 3.




PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

I. PENJELASAN UMUM

PEMERINTAHAN DESA

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
pemerintah desa dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
pemerintahan desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengetahui tugas pokok
dan fimgsi masing-masing perangkat Desa.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud, Pemerintah Daerah perlu
memberikan pedoman bagi pemerintah Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja

Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

~ Pasal 1

Pasal 2
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Huruf b i

Ayat(5)
Ayat (6)
Ayat(7)

Pasal 3
Ayat (1)

Ayat(2)
Huruf a

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

Pelaksana teknis lapangan dapat meliputi:
» Juru pengairan atau sebutan lainnya;

* Modin atau sebutan lainnya;

v Jogo Boyo atau sebutan lainnya;

* Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas '
+ Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain

pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan
desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga
kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa,
kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain
pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana
fasilitas umum desa seperti Jalan desa, jembatan desa, irigasi
desa, pasar desa. '
Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain
pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial
budaya masyarakat sepertl bidang kesehatan, pendidikan, adat
istiadat.

: Cukup jelas



Huruf b
Hurufc

Hurufd
Huruf e
Huruf f
Huruf g

Hurufh
Huruf i

Pasal 4

Huruf a
Hurufb
Huruf ¢
Hurufd
Hurufe
Huruf f
Huruf g
Hurufh
Hurufi

Huruf’j

Huruf k

Huruf |
Hurufm
Hurufn
Hurufo

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
Hurufa

Hurufh
Huruf ¢
Pasal 11
Pasal 12

Pasal 13
Avyat (1)

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan desa
secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian
pembangunan di desa.

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

-

Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu

oleh lembaga adat desa

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
¢ Cukup jelas

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Dalam hal menggunakan 3 (tiga) Kepala Urusan, maka urusan

Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Kepala Urusan
Pemerintahan, dan urusan Keuvangan dilaksanakan oleh Kepala
Urusan Umum. '

: Dalam hal menggunakan 4 (empat) Kepala urusan, maka

urusan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Umum.

: Cukup jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” kepada Bupati

hadala memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan



 Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)
Ayat (5)

* Ayat (6)

Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21

 Pasal 22

desa yaitu laporan semua kegiatan desa berdasarkan
kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan
dari  pemerintah, pemerintah  propinsi,  pemerintah
kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan  “memberikan  keterangan
pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses
pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat”
adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan,

: Cukup Jelas
: BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis ‘atas

laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi
tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

: Cukup Jelas
: Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi

dan/atau penghargaan.

: Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan
kepada Bupati dan BPD seclambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum berakhimya masa jabatan. '

¢ Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukuh Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: | Cukup Jelas

: Cukup Jelas

kb hkdkd 00 kb kbkbd



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAIIUN 2006
TANGGAL: /8 ~#2— 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAILIAN DESA

BPD <----31 KEPALA DESA
o| SEKRETARIS
DESA
4
KAUR
KAUR
KAUR
h 4
PELAKSANA TEKNIS KEPALA DUSUN
LAPANGAN ' :

. Keterangan:

> : Gans Komando

CYITIYRRTITITITTY H Gal'is Koordinasi

BUPATI PACITAN

| (R;Nu.sutlo%



LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH
NOMOR : 9 TAHUN 2006
TANGGAL: ¢ -/2—- 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

KEPALA DESA

BPD (YOYY
.| SEKRETARIS
- DESA
KAUR
KAUR
KAUR
w
k4
PELAKSANA TEKNIS KEPALA DUSUN
LAPANGAN
Keterangan:
> : Garis Komando
FETTTITYTYTTITINT . : Garis KoordinaSi

BUPATI PACITAN

=

H.SUJONO



